
  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH. NOMOR 1 TAHUN 2015 

Menimbang 

' Mengingat 

- 

“1, 

. TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

: @. 

BUPATI GORONTALO, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5, pasal 27, 

pasal 34, pasal 36, pasal 84 Peraturan Daerah Nomor 
“1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa dar, guna 

tertib dan lancarnya pelaksanaan pemilihan kepala desa di 

Kabupaten Gorontalo perlu ditetapkan Peraturan Bupati 

tentang peraturan pelaksanaannya, . : 

bahwa berdasarker pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang . 

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa:   
Undang-Undang i omor 29 . Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Tambahan mbaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1822): NN 3 : La ) 
Undang-Undang Nomor 33 Tanen 2004 tentang 

-Perimbangan Keuangan antara Pemerintah : Pusat dan 

Pemerintahan 'Dderah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahur. “2004 Nomor 126, ) Tambahan 

Lembaran Negara IRepublik Indonesia Nomor 4438): 
t 

“t 

| 
1 

 



  

3. Undang-Undang 1! 

(Lembaran Negara 

4, Tambahan Lemi 

.5495h 

4. Undang-Undang 

' Pemerintahan D 

Indonesia Tahun 

| Negara Republik I 

5. Peraturan Peme 

Pemindahan Ib 

Gorontalo dari I 

Republik Indones 

Lembaran Negara 

   

    

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

baran Negara Republik Indonesia Nomer 

Nomor 23 Tahun 2014 

erah (Lembaran Negara Republik 

014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 

donesia Nomor 5887): | 

tentang   
intah Nomor 30 Tahun. 1979 tentang 

kota Kabupaten Daerah Tingkat II 

inu ke Limboto (Lembaran Negara 

a Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan 

Republik Indonesia Nomor 31471 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Uru 11 Pemerintahan . antara Pemerintah, 

' Pemerintahan Daerah Provinsi dan Fernerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota ( 

. Tahun 2007 Nordor 82, Tambahan Lembaran Negara ) 

Lernbaran Negara Republik Indonesia 

Republik Indonesia Noraor 4737), 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentanz 

Desa (Lembaran 

2014 Nomor 

Negara Republik Indonesia Tahun 

.123, Tambahan Lembaran Negara 

— Republik Indonesia Nomor 5539), 

8. Peraturan Menteri Dalam . Negeri Republik ' 

Nomor 112 Tahun 

Indonesia 

2014 (Berita Negara Repvblik Indoresia 

Tahun 2014 Nomor 2092), 

9, Peraturari Daerah Kabupaten Gorontalo. Nornor 1! 

“Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran 

Daerah Kabupater| Gorontalo Tahun 2015 Nomor 1): 

: MEMUT 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI 
DAERAH NOMOR 1: 
KEPALA DESA. 

  

USKAN : 

TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN 
TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN  



- mengurus kepentingi 

. . kepentingan masyari 

dan adat istiadat 

ng pemerintahan daer 

0 dibetuk 

BAB 

: ran UMUM   Pa: 

. Daerak adalah Daer 

Pemerintah Dae 

a perangkat . daerah 

Panitia Pemilihan di 

. Bupati 

| penyelenggaraan p 

. Camat adalah pe 

0 pemerintahan. di 

| pelaksanaan tugasn 

kabupaten ' yang . 

Pemilihan Kabupate 

. | pemerintahan dari 

: urusan otonomi daer 

pemerintahan. 

.Desa adalah kesatui 

' pemerintahan ' 

0 Permusy awaratan D 

na Desa sebagai unsur 

. Pemerintahan — Desa 

batas wilayah yang 

| asal usul dan adaf 

| dihormati dalam sit 

Republik Indonesia. 

oleh 

  

   

   

        

    

    

i Dalam Peraturan Bup ttini yang dimaksud dengan : 

: “2 Otonom Kabupaten Gorontalo.. 

ah adalah 

sebagai Ta 

) Bupati : 0. dan 

Unsur . penyelenggara : i 

tingkat Kabupaten adalah ) paniria yang 

dalam rangka 'mengkoordinasikan 

milihan kepala desa se ' wilayah 

lanjutnya disebut dengan. Paniria 

atau PPK, - : Ta 

pin dan koordir.ator penyelenggaraan f 

ayah . kerja kecamatan : . yang dalam 

memperoleh pelimpahan kewenangan Le 

Bupati : untuk menangani sebagian — 
h, dan menyelenggarakan tugas umum 

An masyarakat hukum yang memiliki | 

p berwenang. “untuk mengatur “dar. 

an masyarakat setempat berda sa rkan 1 

istiadat setempat yang. diakui dan ) 

stem Pemerintahan . Negara Kesatuan 

adalah penyelenggaraan “urusan 
Pemerintah Desa . dan. Badan 

esa dalam mengatur dan mengurus | 

akat setempat berdasarkan asal-usul 

etempat yang diakui dan dihormati 

dalam sistem ' Peme rintahan Negara. Kesatuan Republik 

Indonesia. 

. Pemerintah Desa “adalah Kepala Desa dan 

8 

| 
$ 

| 
' 
' 
: 

erangan 

penyelenggaraan pemerintahan desa. 

 



(1) 

(2) 

—) 

& 

8. Badan Permusyawar 

BPD adalah 
demokrasi dalam 

ler 

sebagai unsur penyg 

9. Panitia Pemilihan 

Panitia Pemilihan & 
pencalonan Kepala 

terdiri dari unsur 

atan Desa yang selanjutnya disebut 

mbaga yang merupakan “perwujudan 
penyelenggaraan pemerintahan 

lenggaraan pemerintahan desa. 

desa 

Kepala Desa yang selanjutnya disebut 

dalah penyelenggara pemilihan dan 

Desa, yang dibentuk oleh BPD vang 

perangkat desa, pengurus lembaga 

kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. 

JADWAL DI 
4 

1 

BABI” i 
AN TAHAPAN PEMILIHAN 
Bagian Kesatu 

Waktu Pelaksanaan Pernilihan 

Penentuan waktu pe 

meliputi hari, tangg 

Pasal 2 

sanaan pemilihan Kepala Desa yang 

ditetapkan dalam Surat Edaran Bupati. 

Penentuan waktu sebagairnana ditmakasud pada ayat (1) 

ditetapkan 

penganggaran dan 

dengan mempertimbangkan 

kelancaran 

kesiapan 

pemerintah pusat, datrah maupun desa, 

Pasal 3 

Desa yang melaxsanakan Pemilikan kepala Desa pada setiap 

gelombang adalah desa yang lowong jabatan Kepala Desanya 

ataupun yang telah berakhir masa jabatan Kepala Desanya 

sebelum atau bersamaan dengan hari “H” pelaksanaan 

pemungutaan suara 

gelombang. 

pemilihan kepala desa pada setiap 

Pengaturan desa : yang melaksanakan pemilihan s#bagaimana 

dimaksud pada aya! 

Bupati. 

(1) ditetapkan dalam surat edaran     

dan bulan pada setiap. gelombang : 

pelaksanaan program : 
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(» 

8. 
aa (1) disusun dan dit 

“ 

— Desa, unsur . lembaga 

8) 

1 pertimbangan jumlah 

(1) 

) persiapan, pencalona 

pelantikan: 

aa n . masyarakat desa yang 

2g ) 
) . desa, lembaga kemasyarakatan desa dan unsur mas asyarakat 0 

.desaj. 0 

2 Tal 

Pemilihan kepala 1 

Uraian tahapan pemil 

dengan berpedoman r 

Uraian : tahapan sel 

tercantum dalam lamj 

PAN 
R 

Panitia P& 

BPD membentuk 

“Bagian Kedua 

'rapan Pemilihan — 

Pasal 4 0 

besa dilaksanakan “melalui 

1, pemungutan suara, 

tahapan i | 

penetapan dan . 

ihan sebagaimana dimaksud pa da ayat 

etapkan oleh Panitia. Pemilihan Desa | 

ada peraturan ini 

bagaimana dimaksud pada ayat » 

siran 1 peraturan i ini, . 

BABII 

'TIA PEMILIHAN. 

'agian Kesatu 0. ta 

mmilihan Tingkat Desa 0 - — 

Pasal 5 

Hug Pemilihan dilaksanakan melatui ) 

.. rapat musyawarah De i sa yang. dihadiri oleh Pemerintah | 

kemasyarakatan, dan unsur-unsur & 

ada, | 0 

Keanggotaan panitia pernilihan berasal dari unsur " perangkat 

Panitia Pemilihan berjumlah paling banyak 15 ima belas) 2 

orang dengan kompdsisi ganjil yang ditetapkan menurut 2 

Susunan Panitia Per 

pemilih dan kondisi kebutuhan tug as, Tan 

Pasal 6 

Susunan F Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri i dari Ketua, i 

No Sekretaris, Bendahara 

(2. 
na ayat (1) ditetapkan dtngan Keputusan BPD, daa salinannya 

dan Anggota. 

hilihan sebagaimana dimaksud pada 

- a harus disampaikan Hepada Bupati melalui Camat. aa   1



(3) Masa tugas panitia 

dimulai paling lambat 

Panitia Pemilihan mempu 

a. 

»
?
 

£ 
b
m
 

Panitia Pemilihan mempu 

a. 

. 

mengadakan penjaring 

6 

pemilihan paling lama 3 tiga) bulan 

2 (dua) bulan sebelum hari “H” dan 

berakhir palin lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan 

pemungutan suara. 

merencanakan,  mengkoordinasikan, 

Pasal 7 

Inyai tugas dan wewenang : 

menyelenggarakan, 

mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan 

pemilihan, 

merencanakan dan 1 mengajukan biaya pemilihan kepada 

Bupati/Walikota melalui camat: 

melakukan pendaftarai 

menetapkan calon yani! 

menetapkan tata cara | 

1 dan penetapan pemilih, 

en dan penyaringan bakal calon: 

g telah memenuhi persyaratan: | 

pelaksanaan pemilihan: 

menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye: 

memfasilitasi penyedial 

pemungutan suara, 

melaksanakan pemung 

menetapkan hasil rg 

mengumumkan hasil pe 

menetapkan calon Kep 

melakukan evaluasi d2 

hn peralatan, perlengkapan dan tempat 

n:tan suara, 

kapitulasi penghitungan suara dan 

emilihan: : Kn | 

hla Desa terpilih, dan 

- pelaporan pelaksanaan pemilihan. 

Pasal 8 | 

Inyai Hak dan Kewajiban : 

bersikap dan bertindak secara jujur, mandiri, Independen dan 

tidak memihak, 

memperlakukan calon 

melaksanakan pemilit 

telah ditetapkan: | 

menjalin komunikasi 

seluruh - pemangku 

Kepa'a Desa secara adil dan setara, 

jan sesua: tahapan dan jadwal yang 

dan kerjasama yang baik dengan 

kepentingan j jalannya — proses 

penyelenggaraan pemilihan kepala Desa, 
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a. 

: ) n ) 

2@ 

: pelaksanaan tugas, 

pemilihan kepala desah 

” 
t 

menyelenggarakan pemilihan secara profesional, transparan, | 

0 berkualitas dan pentih tanggungjawab | sesuai : ketentuan 

peraturan yang berlaku: 

. mengajukan rancangah kebutuhan biaya pemilihan kepase “5 

h Pemerintah Daerah secara berjenjang, : : 

mendapatkan ' biaya yhng cukup untuk menyelenggarakan. 

pemilihan secara baik dari Pemerintah Desa, 
memperoleh honor dan biaya operasional untuk ketencaran 0 

mendapatkan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah 
n . Daerah secara berjenjang: . Men 

Pasal 9 

an Panitia mempunyai Kode Etik dalam pelak sanaan tugas y aiitu : . 

menghindari sikap dan tindakan - yang Gapat merusak 

: demokrasi dan proses Pemilihan kepala desa. Pa 2 

. tidak boleh mencalonkd n diri sebagai kepala desa, dan apabila — 

| mencalonkan maka diberhentikan dari kepanitiaan. 

tidak menerima sesuhtu apapun dari calon atau pihak ' 
| manapun yang dapat mherusak pelaksanaan pemilihan kepala i 

desa . 

| : Bagian Kedua pa 
| Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten : 

) Pasal 10 Pe 
Panitia pemilihan tingkat ka bupaten dibentuk paling lambat ) 

2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan 1 hari pemungutan suara : 0. 

Keanggotaan panitia pe milihan sebagaimina dimaksud pada 
. ayat (1) berasal dari jansur £ SKPD terkait yang ditetapkan . 

pa dengan Keputusan Bupati, 1 : 

TN On Susunan kepanitiaan ts rdiri dari : : : 

CL. Ketua dijabat oleh Ahisten yan g membidangi perserintahan: | | 

- b. Wakil Ketua dijabat oleh h Kepala 8 SKPD yang membidangi — 

| | pemerintahan desa,  



  

(4) 

Cc. Sekretaris dijabat oleh 

K3 

Sekretaris pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 

d. Wakil Sekretaris dijabat oleh Kepala Bidang yang 

. menangani pemerintahan desa pada Badan Permberdayaan 

Masyarakat dan Pernerirtahan Desa 

e. Bendahara dijabat oleh   Bendahara pada Badan 

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 
f. Anggota panitia terfiri dari SKPD terkait, SKPD Pembina 

Desa Gan Camat lokasi pemilihan kepala desa. ' 

Masa tugas panitia slama 3 (tiga) bulan yang berakhir 

setelah pelantikan kepdia desa dilaksanakan. 

Pasal 1i 

mempunyai tugas dan 

merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan 

pelaksanaan pemilihan tingkat 

teknis pelaksanaan pemilihan kepala 

desa terhadap paniti- pernilihan kepala desa tingkat desa, 

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara, 

suara serta perlengkapan pemilihan lainnya, 

un surat suara dan pembuatan kotak 

suara dan kotak suara. dan 

perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia perailihan, 

aian permasalahan pemilihan kepala 

an pelaporan pelaksanaan pemilihan: 

Panitia Pemilihan Kabupaten 
wewenang: 

a. 

semua tahapan 

kabupaten/kota, 

b. melakukan bimbingan 

Cc. 

d. memfasilitasi pencetak 

, menyampaikan surat 

f.  mernfasilitasi penyeles 

| desa tingkat kabupaten/kota, 

g. melakukan evaluasi d 

dan ' i e 

h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan 

. dengan keputusan Bupati/Walikota. ) 
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BAB Ii 
— PENCALONAN 
Bagian Kesatu 

—.' Ketentuan Khusus . . 

Pasal 12 | 

Desa - yang | masih : memenuhi untuk 1) Kepala - : syarat 

mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mendapatkan 5. 
. rekomendasi : terkait pertanggungjawaban 
pelaksanaan tugas dan kewajibannya selama masa jabatan | 

sebelurnnya: pa 

dari . Bupati   0 3) Pemberian rekomenda i sebagaimana dimaksud pada « ayat «) : 
0 Pejabat tingkat Kabupaten atas ama Bupati, &. 
“3 Rekomendasi sebagai ana dimaksud pada ayat (1) sudah: i 

an tercakup dalam prose pemberian surat keterangan tentang 

i . belum pernah menjab ) t kepala | desa selama 3 tis) periode i 
2 Jabatan: 

Pasal 14 

| A1) Anggota atau pimpinah BPD yang mencalonkan diri | sebagai 
. Kepala 

— sebagaimana dimaksud 
'persyar atan. 

dalam Pasal 10, harus mendapatkan 

i rekomendasi dari Bupati terkait pelaksanaan tugas dan 

| Desa selain harus memenuhi 

: kewajibannya sebagai anggota atau pimpinan. BPD serta 

: keberlangsungan tugas lembaga, : 

Pemberian rekomendasi bagi. anggota atau pimpinan BPD . (2) 
1 mempertimbangkan komposisi jumlah kernggotaan yang ada | 

: demi keberlangsungan pelaksanaan tugas BPD). . 

i (3) Bagi anggota atau pimpinan BPD yang mencalonkan diri 

| sebagai Kepala Desa te 

musyawarah BPD: 

4 anggota atau Pimpinar| BPD. yang lolos sebagi bakal calon 

Hebih dahulu diputuskan d dalam rapat a 

| diherikan cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai engan Ta 

0 selesainya penetapan clon terpilih, 

8 
0 tingkat Kabupaten atas 

pemberian cuti. dapat dilakukan. oleh Camat atau Pejabat 

nama Bupati: 3 : |   t



— pelaksanaan kampanye 

| Pemberian izin bagi per 

| Kepala Desa harus me 

: serta kelancaran dan kelar 

. Pemberian cuti bagi pe 

| sebagai kepala desa di 

mendapatkan rekomendasi 

H 

Sel 

: 1» Seleksi tambahan di 

Desa bersarna dengan F 

i (2) Kriteria penilaian dalar 

“ayat (1) menggunakan | 

(3) Bobot nilai sebagaimar 

eksi Tambahan Ta . 

10. 
Pasal 15 Dada 

peni negeri. sipil untuk mencalonkan ) 
pertimbangkan ketersediaan pegawai : 

zsungan tugas Pemerintah Daerah. | 

Pasal 16 
rangkat Desa yang mencalonkan diri 
lakukan Oleh Kepala Desa setelah. 

Camar atas nama Bupati. 

agian Kedua " 

Pasal 17 

obot nilai: . 

a dimaksud pada ayat 2 tercantum 

dalam lampiran Peraturan ini, 

(9. Panitia ' Pemilihan | 

— pelaksanaan seleksi, 

Kabupaten. menyu sun - mekanisme 

Inateri uji kompetensi, kepatutan dan 

' kelayakan serta hasil seleksi, 

i (5) Hasil seleksi ditetapkar oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa 

. dan Kabupaten dalam Bentuk keputusan ber sama. 

BAB IV 

0. Tara CARA KAMPANYE 

Panitia menyusun ' dan 

. f 1 

icalcn Kepala Desa.” : 

men etapkan waktu 

Pasal 18 

dan : tata cara 

lengan mempertimbangkan masukan 3     

kan oleh Panitia Pemilihan tingkat aa 
anitia Pemilihan tingkat Kabupaten, Tang 
n seleksi s sebagaimana dimaksud pada 0



An Bi 

BABV .. 
PEMILIH... 

an Pasal 19 | pg . 

) Pemilih yang dilayani haknya. untuk memilih pada hari ) 
pemungutan suara adalah pemilih yang telah ditetapkan dalam 
DPT dengan menunjukkan surat : undangan . ataupun 
pemberitahuan dari panitip ataupun identitas syah lainnya 

) 2 BAB VI Se 
Ta PEMUNGU TAN SUARA DAN PERHITUNGAN | SUARA Tn 
Ws. Bagian Kesetu ba 

(Surat Suara aa 

Pasal20 : : . 0 

ng digunakan « dalam pemilihan 3 kepata -. 
  | 1 (1) Kriteria surat suara y    

    

  

   

   

  

desa yaitu : | Nan Na 

s HVS folio akurin s0 ats He 
i , yang pada bagian atas nya terdapat 

bentangan gambar bendera merah putih) 
: : c. terdapat tulisan surat suara pemilihan kepala desa pada 

“bagian pinggir atas di dalam gambar bendera. merah putih 
. yang diapit oleh gambar " lamban g negara dan de. erah pada | 

ag sudut kanan dan : Oa : : 
. i 2 Model dan bentuk su t suara sebagaimana dimaksud pada : 

i ayat (1) terdapat dalam lampiran peraturan i ini. | 

« 
t 

BNN Tg | Pasal di | 

0 1 . Surat suara dicetak bleh Panitia Pemilihan paling lama 10 
' (sepuluh) Hari sebelurh hari pemungutan suara ' 

— a Surat suara. dicetak sebanyak | jumlah pemilih yang 0 

|. termuat dalam DPT ditambah 1396 dari total jumlah 
pem DPT, TN ) Pa an : 

. " “ | 

.. . 

. 

i 

 



( 1) Kotak suara  berbentik 

| . “ukuran atau volume 

| va 

| dibuat. : : dari. bahar 

| modifikasi ' bentuk d 

0 transparan: 

: (3) 

Panitia pemilihan mendisthibusikan 

Model atau bentuk kol 

ayat (1) lebih lanjut 

Kabupaten. 

kertas suara dalam juj 

Kota suara sebagain 

j
m
 

| ' Pen 

Pagian Kedua. : 

Kotak Suara. — 

Pasal 2 

yang memungkinkan dapat memuat 

mjah minimal 1000 lembarj 

Bagian Ketiga : gi 

ungutan Suara 

Pasal 23 

surat “undangan perailih 

K persegi panjang atau kubus dengan 

ana dimaksud . .pada ayat (1) dapat 

t kayu /seng/fiber/plestik | Ataupun ' | 

dari kotak | atau box plastik: yang Ta 

tak suara sesak dimaksud pada | 
dapat diatur oleh Panitia Pemilihan 

kepada seluruh masyarakat berdasarkan. DPT dalam waktu 3 

(isa) hari sebelum hari p 

w 

. 
) maupun Pemerintah 1 

: 07. 00 — 13.00 Wita de 

0 yang disepakati oleh 

0. atau saksi calon. 

| 

1 

Pemungutan : 

Pelaksanaan rapat pe 

  

suara). 
| dilaksanakan dalam 
.. Ketua Panitia Pemilil: 

- Rapat pemungutan 

| Calon Kepala Desa, 

i Pemilihan Kabupaten 

elaksaanaan pemungutan suara. : ) 

Pasal 24 | Sp 

untuk . Calon Kepala : 

suara dapat dihadiri oleh seluruh 

BPD, Pemerintah Desa, 

baerah.   " LA 
: x 

Desa 

rapat khusus yang dipimpin oleh 

mungutan suara dimulai pada pikul 

panitia lengan Calon Kepala Desa 

Panitia 

serta unsur Pemerintah Kecamatan 0 

tau sesuai. dengan kondisi setempat 0



Pasal 23 

Tata urutan | Pelaksanaan rapat pemungutan suare : yaitu: 
a 

1, 

Sebelum rapat dimulai panitia pemilihan harus mengecek 
kesiapan seluruh perlengkapan yang terkait dengan 
pelaksanaan pemungutan suara. Oa   Mempersilahkan kepada pemilih ' yang. ada untuk masuk i 
kelokasi TPS se anyak kursi yang ' disiapkan yang 
jumlahnya disesuaik n dengan kondisi tempat. : 0 
Rapat dibuka oleh ! uGtua Paniti tepat pada . jam 07.06 Wita 
atau sesuai kondisi stempat. Gi ) 
Ketua panitia memandu pei igucapan sumpah atau janji 
panitia yang naskah sumpahnya sebagaimana diatur dalam 
petunjuk teknis yang ditetapkan Bupati. : | 

Ketua panitia membagi tugas mas sing-masing panitia « sesuai . 
dengan tugas dan fun sinya. Tn Po | | : 

Panitia pemilihan Pawan pembukaan kotak ' suara . 
yang disaksikan oleh calon Kepala Desa dan tim: pengawas 
Panitia : ' pemilihan mengumumkan. jumlah . pemilih 

berdasarkan DPT Kan Mp 
Melakukan pengecekan dan | | penghitungan 2 alat 0 

kelengkapan pemungutan | suara i meliputi surat suara, 

fermulir pemungutan - suara, alat . pengcoblos, | alas 

pencoblos, tinta jari) pulpen dan spidol serta formulir 
tabulasi data. ae : : 
Menempatkan : alat 

tempat yang i telah dit ntukan : 

Melakukan pe 

pemungutan suara 

yang ditentukan. 

Ketua : panitia. meniitup pelaksa anaan rapat pemungutan 

  

  

    

  

ggilan pemilih. — untuk dimulainya n 

pai dengan : selesai pada waktu . 

suara pada pukul 18. 00 Wita atau sesua: waktu yang 

Cisepakati | | ea 
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Bagian Keempat 

Tata Cara Pemberian Suara 

Pasal 24 

) Pemilih yang : dapat dilayari pemberian hak : suaranya 0 
0 adalah pemilih yang tercatat dalam DPT : oleh Fanitia i 

Pemilih setelah yang bersangkutan. menukarkan dengan . 
0 surat undangan pp ea 
@ Pernilih yang telah dicatat harus duduk pada ruang | 

tunggu - yang telah disediakan dalam TPS dan tidak . 
. diperkenankan meninggalkan tempat tampa sepengetahuan 

. panitia. ) | 

Pasal 25 

an (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara Pa 
. dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh 

— panitia pemilihan berupa paku ukuran 2ui inci. 0 

(2) Pemilih yang masuk dalam bilik suara adalah penat : 

yang akan Ba hak pilihnya. | : ag 

(3) Setelah: surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat 
|. suara ke dalam kotak suara. yang disediakan dalam 0. 

| i keadaan terlipat. ) : Pn Ta 
@ Ds:lam keadaan khusus. pemilih dapat didampingi Oleh. 

. panitia ataupun da yang dipercayayinya. Po 

. (si Pemilih yang. telah melakukan pencoblosan 'harus diberi 
|. tanda tinta pada salah satu jarinya sebelum meninggalkan : 

Ta tempat pemungutan shara. ti 

: : Pasal 26 | : 

: w Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon 

. yang - berhak - dipilih berada ' di tempat . yang telah 3 

: . ditentukan untuk mengikuti | pelaksanaan . | pe mur gutan . 

aa suara. | : Rani Tn : | 

@ Apabila dalam pelakehnaan. permungutan suara a terdapat 

| calon yang tidak hadi ir atau seluruh calon tidak hadir, ) 

| maka pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan.  



| 1 

Bagian Keenam | 

: Perhitungan Suara . 

: Oa : Pasal 27 ) 
| Tata cara pelaksanaan rapat penghitungan suara sebagai 

2 sebelum pelaksanaan. perhitungan suara panti - harus 7 
: menyiapkan tempat serta seluruh keler. gkapan yang terkait. 

. dengan penghitungan suara, Ha Oa . 

0. rapat perhitungan suata dihuka oleh ketua panitia x dimulai 
. pada pukul 14,00 wita wita dtau sesuai waktu yang disepakati, ) 

. | c. panitia membuka kot suara diseksikan oleh seluruh calon & 
D0 dan tim pengawas, ag ) : 

4. mengumumkan . Jumlah pemilih i yang 'menggunakar. hak 
) ! pilihnya maupun yang tidak menggunakan hak pilihnya ' 
e. mengumumkan jumlah -: surat suara yang | digunakan 

ataupun tidak digunakan atau sisa serta surat suara yang i 

f. melakukan penghitungkn surat suara langsung dari kotak . 
suara dan mencatatnya pada formulir tabulasi data sampai 

0 dengan selesai pada waktu yang telah ditentukan, Tn 
g. melakukan pencatatan hasil perhitungan suara pada . 

| formulir hasil perolehan suara yang telah ditentukan: : 

1 h. mengumumkan jumlah suara yang diperoleh setiap. calon 

| f kepala desa berdasarkan dusun: An 

i “1. mengumumkan jumlah suara sah dan tidak sah, : 

j. penandatangan “ beritalacara pi rolehan suara oleh seluruh 

calon dan panitia: ) PN . — ) 
. k ketua panitia menuthp pelaksanaan ' rapat perhitungan 

| suara, Pesek 0 | 5 MT Aa aa 

Ld BAB VI : | 

PEN ETAPAN CALON TERPILIH. 

. : 
' 

oh : Pasal 28 Ta pa | 

2 Penetapan. calon Kepala desa terpilih dilakukan dalam rapat : 

khusus. panitia yang dikadiri oleh seluruh calon. atau. saksi 
! 

yang ditunjuk, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten serta unsur 
:   Ma

ma
 
L
A
N
 

MA
NA

 
AN
A 
E
A



ag hari yang sama dengan 

na dengan menggunakan Paka 

Pemerintah Kecamatan m 

: paling lambat. 1 (satu) H 

. Suara 0 

PEMILIHAN KEPALA 
Ka "Mud 

Surat rekomendasi bagi 
“belum . i terorganisir kej 

ditetapkan oleh BPD. 

—PELANTI 

Pelantikan Kepala Desa I 

Desa untuk desa peme 

Upacara Besar Sipil, seda 

aa MEKANISME PENYEI 
— & 

— Upaya penyelesaian se 

| dilakukan dengan cara : 

a  merapertemukan Li 

. melakukan musyawat 

. hasil. 

| kesepakatan: | 

dalam hal tidak: ter 

| Kabupaten menyusun 

pertemuan ' ' 

ne | 

bengurusannya 

: musyawarah dapat diganti dalam bentuk lain yang diatur: dan 

16 

aupuri Pemerintah Kabupaten “pada 

elaksanaan pemungutan. suara. atau 
lari setelah pelaksanaan pemungutan 

BAB vi 

, DESA ANTAR WAKTU MELALUT 

YAW ARAH DESA 

Pasal 29 

perwakilan : (unsur. masyaraket yang | 

BAB VIII... 
KAN KEPALA DESA 0 

Pasal 20 
Tasil Pemilihan dan “Penjabat Kepala 

karan menggunakan Pakaian Dinas 

ngkan Penjabat Kep: ala Dusa dilantik | ) 

ian Sipil Lengkap Mu na an 

BAB Vir 

LESAIAN SENGKETA PEMILIHAN 

EPALA DESA 

Pesal 32 . 
ngketa pemilihan ' kepala . 

bihak-pihak — yang — bersengketa -. 

ah untuk mencapai kesepakatan, Na 

lituangkan dalam berita | acara 

capai . kesepakatan Panitia Pemilihar 

rekomendasi yang dsampaikan kepada 

. Bupati untuk pengambilan keputusan . yang bersifat final 

(AL. dan mengikat.   

dalam : kepesertaan Ta



Nag , . Diundangkan di Limboto 

. KETENTUAN PERALIHAN Kanan 

Pasal 3 33 | po. La 
: Hal: hal tekait lebih teknis dan belum cukup diatur. dalam 

| peraturan ini dapat diatur lebih lanjut oleh Panitia Pemilihan | | 
Kabupaten maupun Pariitia Pemilihan Tingkat Desa | 5 

0 BAB 
—. KETENTUAN PENUTUP. 

| 0. Pasal 34. Pa Pa 
ag Peraturan Bupati ini mulai berlaku aa pada — tangged. 

. diundangkan. el. AA . : 

Tag Agar - detiap orang mengetahuinya, ) memerintahkan - “pengundangan - 
) Peraturan Bupati ini dengan . penempatannya dalam Lembaran : Daerah 
0 Kabupaten Gorontalo. PAN 

Disatikan di Limboto 
pada tanggal 17 Maret 2815 

BURATI GORONTALO, 

  

) . pada tanggal 17 Maret 2815. 2 

SEKRETARIS DA     BUPATEN GORONTALO, 

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR 11 

   



LAMPIRAN : 

) 1 

. ». dan nilai tertinggi. 

| bekerja. ) 

.- Tingkat Pendidikan, 

0.2. SLTP sederajat, nilai 5: 

| b. SLTA sederajat nilai 65. 
0. Diploma nilai 7 

| @.81 nilai 8: 
€. S2 nilai 9, 

£ S3 nilai 10: 
. Usiay 

b. 60 tahun keatas nilai sampai 

. Uji kompetensi, kepatutan dan kela 

PERATURAN BUPATI 
2. NOMOR i 

2. TANGGAL 
| TENTANG : 

. DESA. 

3ORONTALO 
» TANI 2615 i 
2 .X7 KARET 2015 aU . 

'PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 
01 TAHUN: 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA 

) 'PEMBOBOTAN PENILAIAN UNTUK SELEKSI TAMBAHAN . 

“Pengalaman Bekerja di Lembagd Pemerintahan dimulai dari. 
terendah 0 untuk calon yang 

a. 60 tahun kebawah nilai sampai dengan 10, 2 . . . i 1 Hd 

Hengan 5, Oa 

yakan nilsi s/d 75. 

      

18 

' nilai ) 

tidak memiliki Pengalaman bekerja, | 
sampai dengan nilai 5 yang memiliki | pengalaman 

 


